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Bab 1  
Pendahuluan 
 
 
1.1 Latar Belakang  

 
Ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan instrumen yang sangat penting 
peranannya dalam kehidupan manusia, terutama dalam bidang informasi. 
Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah berkembang dengan 
cepat, informasi memiliki peranan yang sangat penting dalam menunjang 
kemajuan. Tanpa informasi, suatu perusahaan atau instansi tidak akan dapat 
menjalankan kegiatan operasional perusahaan atau instansi dengan baik. 
Oleh karena itu, untuk menunjang kegiatan operasional yang baik dan teratur, 
maka diperlukan suatu sistem yang terkomputerisasi dan terintergrasi agar 
dapat mengupayakan pemanfaatan teknologi informasi secara optimal. 

Undang 3 Undang Nomor 14 Tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi 
Publik (KIP), menjadi titik tolak terhadap aspek legalitas, upaya masyarakat 
dalam mencari, memilih sumber dan menyalurkan informasi yang faktual dan 
dapat dipercaya. Melalui Undang-Undang No. 14 tahun 2008, berbagai 
masalah transparansi informasi, khususnya yang terikat ataupun dikuasai oleh 
badan 3 badan publik, harus menyesuaikan dengan ketentuan yang 
memberikan hak memperoleh informasi kepada masyarakat sebagai pemohon 
atau pengguna informasi publik. Pada konteks inilah Dinas Perumahan Dan 
Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara diharapkan dapat 
memberikan informasi seluas-luasnya terkait dengan pelaksanaan kegiatan di 
Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara, 
sehingga masyarakat luas dapat mengetahui apa saja yang telah 
dilaksanakan beserta hasil dan manfaatnya sesuai dengan tugas pokok dan 
fungsinya. 

 
I.2  Maksud Dan Tujuan 

 
Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah melakukan pengelolaan dan 
pengembangan sistem informasi sesuai dengan prosedur yang berlaku agar 
menunjang pelaksanaan tugas pada Sekretariat Dinas Perumahan Dan 
Kawasan Permukiman dalam rangka memberikan informasi seluas-luasnya 
terkait dengan pelaksanaan kegiatan yang telah dilakukan pada Dinas 
Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara.  

 
I.3  Sasaran 

 
 Sasaran yang hendak dicapai pada kegiatan ini adalah tersedianya informasi 
yang akurat terkait dengan semua aktifitas dan pelaksanaan kegiatan pada 
Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara. 
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I.4  Keluaran 
 
Pada kegiatan ini, keluaran yang dihasilkan adalah disajikannya informasi 
seluruh kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Perumahan Dan Kawasan 
Permukiman Provinsi Sumatera Utara dalam bentuk berita dan di tampilkan ke 
dalam web site yang telah tersedia sehingga bisa di akses oleh masyarakat 
dengan seluas-luasnya. 

 

1.5 Ruang Lingkup Kegiatan 
 
Lingkup kegiatan Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi antara lain 
:   
A. Melakukan pembinaan terhadap pengelola pelayanan informasi dan 

dokumentasi kegiatan di Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman 
Provinsi Sumatera Utara. 

B. mengkoordinasikan penyusunan dan pemutakhiran data. 
C. mengumpulkan bahan informasi dan dokumentasi. 
D. menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan 

informasi kepada publik. 
E. memberikan pelayanan informasi publik secara cepat, tepat, dan sederhana. 

 
1.6 Tenaga Pendukung 

 
Dalam pelaksanaan kegiatan ini, Tim Pejabat Pengelola Informasi dan 
Dokumentasi dibantu oleh 2 (dua) orang tenaga pendukung. Tenaga 
pendukung yang dimaksud bertugas mengembangkan website, menginput 
seluruh bahan serta data terkait dengan seluruh pelaksanaan kegiatan pada 
Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara, 
menyusun narasi berita dan menyusun laporan bulanan yang berisikan tentang 
penugasan yang telah dilaksanakan. Tenaga pendukung disyaratkan memiliki 
kualifikasi teknis sebagai berikut : 
1. Tenaga Pendukung Pengembangan Website 

a) Pendidikan Sarjana S-1 Teknologi Informatika/Teknologi Informasi/Sistem 
Informasi; 

b) Mampu mengoperasikan komputer dan aplikasi Microsoft Office; 
c) Mampu merekam, mengedit, dan mengembangkan website pada Dinas 

Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara serta 
menginput berita kegiatan Dinas pada website; 

d) Menguasai manage servis server berikut software pendukungnya; 
 

2. Tenaga Pendukung Penulis 
a) Pendidikan Sarjana S-1 Komunikasi; 
b) Mampu mengoperasikan komputer dan aplikasi Microsoft Office; 
c) Mampu menyusun informasi sebagai bahan berita atas pelaksanaan 

seluruh kegiatan pada Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman 
Provinsi Sumatera Utara; 

Adapun jangka waktu pekerjaan tenaga pendukung yang dimaksud selama 10 
(sepuluh) bulan. 
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1.7 Jangka Waktu Pekerjaan 
Kegiatan Pengembangan Pengelolaan Informasi Dinas PKP dan Operasional 

PPID dilaksanakan selama 12 (duabelas) bulan. 

1.8 Sistematika Pembahasan 
 
Adapun sistematika pemabahasan pada kegiatan ini meliputi : 

Bab 1 : Pada bab ini menguraikan antara lain latar belakang, maksud dan 
tujuan, sasaran, keluaran, ruang lingkup kegiatan, tenaga pendukung, 
jangka waktu pelaksanaan dan sistematika pembahasan. 

 
Bab 2 : Bab ini berisikan referensi hukum yang terkait dala pelaksanaan 

kegiatan. 
 
Bab 3 : Dalam bab ini menjelaskan tentang Gambaran Umum Pelaksanaan 

Pelayanan Informasi Publik  

 
Bab 4 : Pada bab ini menbahas Evaluasi Pelaksanaan Pelayanan Informasi 

Publik . 
  
Bab 5 : Bab ini menjelaskan tentang Kesimpulan Dan Saran. 
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Bab 2  
Referensi Hukum 
 

 

÷ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi 
Elektronik; 

÷ Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 
÷ Undang3Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 
÷ Undang-Undang Nomor 1 tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan 

Permukiman; 
÷ Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 
÷ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan 
Informasi Publik; 

÷ Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang 
Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi Kementerian 
Dalam Negeri Dan Pemerintahan Daerah; 

÷ Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 17 Tahun 2009 tentang 
Diseminasi Informasi Nasional oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan 
Pemerintah Daerah 

÷ Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2008 tentang 
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera 
UtaraTahun 2005-2025. 

÷ Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2016 tentang 
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara 

÷ Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan 
atas Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 38 tahun 2016 tentang Susunan 
Organisasi Dinas-Dinas Daerah Provinsi Sumatera Utara. 

÷ Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 23 Tahun 2017 tentang Tugas, 
Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi 
Sumatera Utara.  
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Bab 3  
Gambaran Umum Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik  
 
Untuk mendorong Badan Publik khususnya dalam upaya Penguatan Peran dan 
Fungsi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) melaksanakan 
kewajiban sebagaimana amanat UU KIP, bahwa setiap Badan Publik mempunyai 
kewajiban untuk membuka akses atas Informasi Publik bagi masyarakat luas. 
Mengingat hal ini merupakan elemen penting dalam mewujudkan penyelenggaraan 
Negara yang baik dan terbuka, memenuhi hak publik untuk memperoleh informasi 
sesuai dengan peraturan perundang-undangan.  
 
Oleh karena itu, agar masyarakat dapat mengakses informasi dengan cara mudah 
dan sederhana, Badan Publik harus membangun keterbukaan informasi yang 
profesional dan proporsional. Masyarakat atau pemohon sebagai pengguna 
informasi hendaknya benar-benar memanfaatkan haknya untuk mengakses dan 
memohon informasi, guna mendorong dan memperkuat Badan Publik dalam 
melahirkan kebijakan publik yang terkait pelayanan informasi barbasis publik. serta 
mampu melaksanakan secara proporsional, artinya penggunaan atau permohonan 
informasi publik harus realistis.  
 
3.1  Sarana dan prasarana Pelayanan Informasi Publik :  
 

Dalam rangka operasionalisasi PPID pada Dinas Perumahan Dan Kawasan 
Permukiman Provinsi Sumatera Utara dan dalam upaya meningkatkan 
pelayanan informasi telah membangun dan menyediakan layanan melalui 
beberapa media, namun sebagai berikut :  
 
A. Melalui website http://dispkp.sumutprov.go.id 

 

 Website Dan Aplikasi PPID 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://dispkp.sumutprov.go.id/
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Daftar Informasi Publik Di Aplikasi PPID 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prosedur Permohonan Informasi 
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Prosedur Pengajuan Keberatan Informasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laporan PPID 
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B. Pelayanan Informasi 

 

 
Mencuci Tangan  

 

Setiap orang yang berkunjung ke Dinas Perumahan Dan Kawasan 
Permukiman Provsu, diharuskan mencuci tangan terlebih dahulu sesuai 
dengan protocol kesehatan dan memakai masker serta pengecekkan suhu 
badan untuk mencegah penyebaran Virus Covid 3 19.  
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Mengisi Buku Tamu  
  

Bagi setiap orang yang berkunjung ke Dinas Perumahan Dan Kawasan 
Permukiman Provsu, harus mengisi Buku Tamu yang didalamnya berisikan 
tanggal kedatangan, nama, Instansi/Organisasi/Perseorangan, jabatan, 
alamat, keperluan dan tanda tangan. Pihak Dinas Perumahan Dan Kawasan 
Permukiman Provsu berhak untuk tidak melayani pengunjung, jika memang 
dirasa tidak perlu untuk memberikan informasi. 
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Tempat Terima Tamu 
 
Untuk mencegah penyebaran Virus Covid 3 19, tamu yang berkunjung lebih 
dari satu orang di terima dan berdiskusi di tempat yang disediakan di luar 
ruangan kantor (outdoor). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mengisi Form Permintaan Informasi 
 

Sebelum memperoleh informasi lebih lanjut dan sebagai bahan data untuk 
dirangkum pada PPID, tamu yang berkunjung mengisi form yang telah 
disediakan yang memuat antara lain nama pengunjung, informasi yang 
diminta, yang melayani permintaan informasi dan tanggapan pemberi 
informasi.  
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Kotak Saran 
 

Pengunjung setelah memperoleh informasi, selanjutnya akan mengisi 
kuesioner terkait dengan tingkat kepuasan terhadap pelayanan yang telah 
diberikan oleh Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provsu serta 
saran-saran untuk peningkatan kualitas pelayanan dimasa yang akan datang 
yang kemudian dimasukkan ke Kotak Saran. Adapun kuesioner tersebut 
akan diinput ke aplikasi Sistem Informasi Indeks Kepuasan Masyarakat 
Provinsi Sumatera Utara Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman. 
Adapun jumlah responden yang telah mengisi kuesioner dan telah diinput 
berjumlah sebanyak 107 responden. (Hasil penilaian terlampir) 
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3.2  Sumber Daya Manusia yang menangani Pelayanan Informasi Publik 
 

Secara operasional PPID Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman 
Provinsi Sumatera Utara terdiri dari Pejabat Struktural dan Staf, yaitu :  
1. Kepala Dinas selaku Atasan PPID 
2. Sekretrais Dinas selaku PPID Pembantu 
3. Kasubbag Program Akuntabilitas Dan Informasi Publik selaku Sekretaris 

PPID Pembantu. 
4. Syafri Chaniago, ST (Staf Subbag Program Akuntabilitas Dan Informasi 

Publik) selaku Koordinator Seksi Pengumpulan dan Penyimpanan Informasi. 
5. Habibi Lubis, ST (Staf Bidang PSU) selaku Koordinator Seksi Verifikasi dan 

Uji Konsekuensi Informasi dan Dokumentasi. 
6. Agus Tiawan Setiadi (Staf Subbag Program Akuntabilitas Dan Informasi 

Publik) selaku Koordinator Seksi Pelayanan dan Pemutakhiran Informasi dan 
Dokumentasi. 

7. Petugas Informasi dan Pembuat Berita masing-masing seksi : 
A. Dadek Amin Hutabarat, ST 
B. Taufik Ismail Hutasuhut, ST 
C. Fitria Dewi, ST 
D. Lucky Overawaty Saragi, ST 
E. Shalima, ST 
 

 
3.3 Anggaran Pelayanan Informasi Serta Penggunaannya  

Tahun Anggaran 2020, melalui APBD Dinas Perumahan Dan Kawasan 
Permukiman Provinsi Sumatera Utara dengan nama kegiatan Pengembangan 
Pengelolaan Informasi Dinas PKP dan Operasional PPID dengan pagu 
anggaran setelah refocusing sebesar 232.656.000,00 (Dua ratus tiga puluh dua 
juta enam ratus lima puluh enam ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :  
- Honorarium Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebesar    

Rp. 125.400.000,00 selama Satu Tahun; 
- Belanja Jasa Media Cetak sebesar Rp. 32.256.000,00 
- Belanja Cetak Dan Penggandaan sebesar Rp. 5.251.750,00 
- Belanja Jasa Tenaga Pendukung sebesar Rp. 75.000.000,00, yang terdiri 

dari : 
a. Belanja Jasa Tenaga Pendukung IT sebesar  Rp. 45.000.000,00 

sebanyak 1 (satu) orang selama 10 (sepuluh) Bulan.   
b. Belanja Jasa Tenaga Pendukung Penulis sebesar Rp. 30.000.000,00 

sebanyak 1 (satu) orang selama 10 (sepuluh) Bulan.     
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3.4 Daftar Pemohon Yang Masuk Ke PPID Dinas Perumahan Dan Kawasan 
Permukiman Provsu Tahun 2020 

No. 
Tanggal 

Permohonan 
Nama Pekerjaan 

Tujuan 
Penggunaan 

Informasi 

Informasi 
Yang Diminta 

Keputusan 
Tanggal 
Jawaban 

1. 12 Maret 
2020 

Ikhwan Hanafi 
Harahap 

ASN Kab. 
Padang 
Lawas 

Untuk 
pengusulan 
Kegiatan Pada 
Dinas 
Perumahan 
Permukiman 
Dan 
Perhubungan 
Kab. Padang 
Lawas 

Pengusulan 
kegiatan 2021 
untuk 
penataan 
kawasan 
kumuh, 
syarat-syarat 
kelengkapan 
apa saja. 

Telah 
disampaikan 
Pedoman 
Penataan 
dan 
Peningkatan 
Kawasan 
Kumuh 
sesuai 
dengan 
Permen 
PUPR 
Nomor 14 
Tahun 2018. 
Usulan RAB 
kegiatan, 
surat minat 
dan 
kemudian 
menerima 
hasil 
kegiatan 
dibahas 
pada forum 
OPD Dinas 
PKP Provsu. 

- 

2. 10 Juni 2020 Doni Sanjaya Programmer 
Biro 
Pembangunan 

Pengisian data 
P2Sumut 

Data kontrak, 
jadwal 
pelaksanaan, 
progres 
pelaksanaan 
untuk di entry 
pada aplikasi. 

- - 
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3. 07 Juli 2020 Deni Johansyah ASN Dinas 
PKP Kab. 
Labura 

Koordinasi 
RP3KP 

Tata cara 
penyusunan 
RP3KP. 

- - 

4. 13 Oktober 
2020 

Bastanta ASN Dinas 
PKP  
Kab.Labusel 

Koordinasi 
RTLH untuk 
Tahun 2021 

Kelanjutan 
RTLH untuk 
Tahun 2021 

- - 

5. 25 November 
2020 

Sutarman Biro 
Organisasi 
Setdaprovsu. 

Pembinaan 
Reformasi 
Birokrasi 

- - - 

6. 25 November 
2020 

Mario Chandra 
Sitanggang 

Biro 
Organisasi 
Setdaprovsu. 

Pembinaan 
Reformasi 
Birokrasi 

- - - 

7. 18 Des 2020 Wirni Zebua, ST, 
MS.i 

ASN Dinas 
PKP Kota 
Gunung Sitoli 

Penyampaian 
usulan RTLH 
dan Rumah 
Nelayan 

Alokasi RTLH 
dan 
Pembangunan 
rumah khusus 
nelayan di 
Kota Gunung 
Sitoli 

- - 
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3.5 Berita Yang Dipublikasikan Pada Website Dinas Perumahan Dan Kawasan 
Permukiman Provsu Tahun 2020 

Dalam rangka memberi informasi seluas-luasnya kepada publik, Dinas 
Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara menampilkan 
informasi kegiatan yang telah dilaksanakan dalam bentuk berita pada Website 
Dinas. Adapun untuk Tahun 2020, jumlah berita yang telah di tampilkan mulai 
Bulan Januari s/d Bulan Desember 2020 sebanyak 68 berita. Adapun berita 
tersebut terdiri dari kegiatan di lingkungan Kantor Dinas maupun kegiatan yang 
sifatnya di luar Kantor Dinas. (Kumpulan berita terlampir) 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Laporan Pengembangan Pengelolaan Informasi Dinas PKP dan Operasional PPID 

 

 

16 

 

Bab 4 
Evaluasi Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik  
 

Pada Tahun Anggaran 2020, pelayanan informasi belum bisa dilakukan secara 

optimal. Hal ini disebabkan adanya Virus Covid-19 , sehingga pelayanan melalui 

tatap muka langsung sangat terbatas. Kondisi ini juga ditambah dengan adanya 

jadwal WFH (Work From House) dan WFO (Work From Office), yang mana tingkat 

kehadiran ASN yang bekerja tidak 100 %. Selain itu kurangnya sarana dan 

prasarana pendukung juga menjadi sebab masih belum maksimalnya pelayanan 

informasi. 
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Bab 5 
Kesimpulan Dan Saran 
 
Adapun kesimpulan akhir dari kegiatan Pengembangan Pengelolaan Informasi Dinas 

PKP dan Operasional PPID antara lain : 

- Website sebagai wadah publikasi kegiatan Dinas PKP Provsu; 

- Sarana prasarana merupakan instrumen penting dalam pemberian informasi 

kepada masyarakat yang membutuhkan. 

- Pelayanan informasi kepada masyarakat pada Tahun 2020 terbatas, karena 

adanya Virus Covid 3 19. 

 

Sedangkan saran dapat di uraikan sebagai berikut : 

- Perlunya pengembangan website; 

- Perlu peningkatan sarana prasarana pendukung; 

    
 

 

 

 

 

 

PPID Pembantu 

 

Ir. ANDA SUBRATA, M.Si 
Pembina Utama Muda 
Nip. 19651222 1991 03 1 012 



Kumpulan Berita di Website Dinas PKP Provsu  

1. Dinas PKP Provsu menerima kunjungan kerja Wakil Bupati Samosir 

Juang Sinaga 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. ASN Dinas PKP Provsu Menetapkan Cara Pengisian SKP Online 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Rapat Koordinasi dan Penyampaian Usulan Kegiatan Rehabilitasi Rumah 

Tidak Layak Huni Masyarakat Kurang Mampu T.A 2020 

 

 

  



4. Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Provsu melakukan pembukaan 

rekrutmen penerimaan Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) untuk 

pendampingan dalam program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni 

(RTLH) Bagi Masyarakat Kurang Mampu T.A 2020 

 

 

  



5. KADIS PKP DAMPINGI GUBSU MERESMIKAN RUMAH KORBAN 

BENCANA 

 

 

  



6. KADIS PKP DAMPINGI GUBSU MERESMIKAN RUMAH BERBASIS 

KOMUNITAS 

 

 

  



7. KADIS PKP PROVSU MENERIMA KUNJUNGAN KERJA KOMISI C DPRD 

KOTA TANJUNG BALAI 

 

 

  



8. FGD RUSUNAWA TERINTEGRASI BAGI PEKERJA DI KAWASAN KEK 

SEI MANGKEI 

 

 

  



9. SOSIALISASI APLIKASI SISTEM INFORMASI SURAT MASUK DAN 

KELUAR (SISUMAKER) DI LINGKUNGAN DINAS PKP PROVSU 

 

 

  



10. RAPAT KOORDINASI DAERAH (RAKORDA) SENSUS  PENDUDUK 2020 

 

 

  



11. PELATIHAN DAN PEMBEKALAN TENAGA FASILITATOR LAPANGAN 

(TFL) REHABILITASI RUMAH TIDAK LAYAK HUNI (RTLH) MASYARAKAT 

KURANG MAMPU PROVSU T.A 2020 

 

 

  



12. CAPACITY BUILDING TRAINING DINAS PKP PROVSY DAN SNVT DI 

PULAU SIBA 

 

 

  



13. KONSULTASI PUBLIK RENCANA PEMBANGUNAN RUSUNAWA 

TERINTEGRASI PADA KEK SEI MANGKEI 

 

 

  



14. KADIS PKP INSTRUKSIKAN GERAKAN CUCI TANGAN DAN 

PENYEMPROTAN DISINFEKTAN SELURUH RUANGAN KANTOR 

 



15. KADIS PKP PROVSU MELAKUKAN RAPAT MELALUI VIDEO CONFERENCE 

TERKAIT PEMBANGUNAN RUSUNAWA TERINTEGRITAS PADA KEK SEI 

MANGKEI 

 

 

  



16. PEDOMAN PENANGANAN CEPAT MEDIS DAN KESEHATAN MASYARAKAT 

COVID-19 DI INDONESIA 

 

 

  



17. Rapat Video Conference Tindak Lanjut Pramusrenbang Provsu Untuk 

Penyusunan Renja Dinas PKP Tahun 2021 

 

 

  



18. RAPAT LANJUTAN PEMBAHASAN DPP PEMBANGUNAN RUSUNAWA 

KEK SEI MANGKEI 

 

 

  



19. RAPAT TINDAK LANJUT PRA MUSREMBANG PROVSU KEGIATAN 

PADA DINAS PKP PROVSU (lanjutan) 

 

 

  



20. RAPAT LANJUTAN PEMBAHASAN DPP PEMBANGUNAN RUSUNAWA 

KEK SEI MANGKEI (Lanjutan) 

 

 

  



21. RAPAT VIDEO CONFERENCE TINDAK LANJUT PRAMUSREMBANG 

PROVSU UNTUK PENYUSUNAN RENJA DINAS PKP PROVSU TAHUN 

2021 

 

 

  



22. KADIS PKP PROVSU MEMBERIKAN SEMBAKO DALAM KUNJUNGAN 

KERJA PENINJAUAN REHAB RUMAH OLEH CSR 

 

 

  



23. MENGHADAPI PANDEMI COVID-19 DI SUMUT, PEMERINTAH AKAN 

MEMBERIKAN BANTUAN KEPADA MASYARAKAT 

 

 

  



24. GUBSU DIDAMPINGI WAKIL MENGIKUTI VIDEO CONFRENCE DENGAN 

MENTERI DALAM NEGERI, MENTERI KEUANGAN, MENTERI SOSIAL, 

MENTERI KESEHATAN DAN KEPALA BNPB 

 

  



25.  KADIS PKP PROVSU MEWAKILI PEMPROVSU HADIRI ACARA AKSI 

SOSIAL REI SUMUT PEDULI MELAWAN COVID-19 

 

 

  



26.  MUSREMBANG RKPD PROVSU TAHUN 2021 

 



27. KADIS PKP SERAHKAN BANTUAN PEMPROVSU DI KEC. MEDAN 

TUNTUNGAN 

 



28. DISIPLIN CEGAH PENYEBARAN VIRUS CORONA (COVID-19) MULAI 

DARI DIRI SENDIRI 

 

 

  



29. MUSREMBANG RKPD PROVSU TAHUN 2021 HARI KE-II (Lanjutan) 

 

  



30. RAPAT LANJUTAN RENCANA PEMBANGUNAN RUSUNAWA 

TERINTEGRASI KEK SEI MANGKEI 

 



31. KADIS PKP PROVSU MENYAMPAIKAN BANTUAN GUGUS TUGAS 

COVID-19 PEMPROVSU KE KAB. DAIRI 

 



32. TRANSISI MENUJU NEW NORMAL, SEMUA WAJIB MEMAKAI MASKER 

  



33. PERKENALAN SEKERTARIS DINAS DI LINGKUNGAN DINAS PKP 

PROVSU 

 

  



34. GUBSU MEMBUKA ACARA MARKET SOUNDING PEMBANGUNAN 

RUSUNAWA TERINTEGRASI BAGI PEKERJA KEK SEI MANGKEI DAN 

MBR SIBASA DAN TEBING TINGGI 

 

  



 



35. DINAS PKP PROVSU SAMBUT KUNJUNGAN KERJA DARI KOMISI V 

DPRD KABUPATEN KARO 

 



36.  SEKRETARIS DINAS PKP PROVSU MEMBUKA ACARA RAPAT 

PENINGKATAN KEAMANAN DAN KEBERSIHAN KANTOR DI MASA 

COVID-19 

 



37. KADIS PKP PROVSU MENERIMA KUNJUNGAN KERJA PJ BUPATI 

PAKPAK BHARAT 

 



38. KADIS PKP PROVSU MENGHADIRI UNDANGAN FGD BANK INDONESIA 

 

  



39. KADIS PKP PROVSU MEMBUKA RAPAT PEMBAHASAN DUKUNGAN 

PEMBANGUNAN INFRASTUKTUR KEK SEI MANGKEI T.A 2021 

 



40. DINAS PKP PROVSU SAMBUT KUNJUNGAN KEPALA BALAI 

PELAKSANA PENYEDIA PERUMAHAN SUMATERA II 

 



41. KADIS PKP PROVSU MEMENUHI UNDANGAN FGD PEMBAHASAN 

LAPORAN AKHIR STUDI PENDAHULU UNTUK KPBU KAWASAN 

OLARAGA TERPADU (SPORT CENTER) PROVSU 

 



42. KADIS PKP PROVSU MENERIMA KUNJUNGAN BUPATI SAMOSIR 

 



43. KADIS PKP PROVSU INGIN MENGEKSEKUSI TAPERA INI SECARA 

LANGSUNG BERMANFAAT BAGI MASYARAKAT 

 



44. KADIS PKP PROVSU MEMENUHI UNDANGAN WEBINAR TATA CARA 

PELAKSANAAN KERJASAMA PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA 

MELALUI VIDEO CONFERENCE 

 



45. DINAS PKP PROVSU MELAKUKAN SOSIALISASI REMBUK 

WARGAKEGIATAN LANJUTAN PILOT PROYEK PELAKSANAAN HARI 

KELUARGA NASIONAL DALAM RANGKA BBGRM 

 



46. KADIS PKP PROVSU MENGIKUTI RAPAT PEMBAHASAN TINDAK 

LANJUT PROYEK RUSUNAWA TERINTEGRASI KEK SEI MANGKEI, 

SPORT CENTER DAN PROYEK LRT MEBIDANG DI PROVSU 

 



47. PENGEMBANGAN KOPERASI DI LINGKUNGAN PEMPROVSU 

 



48. KADIS PKP PROVSU MENGIKUTI RAPAT PELAKSANAAN FASILITASI 

PENYUSUNAN DOKUMEN PENYIAPAN PROYEK PEMBANGUNAN 

PUSAT OLARAGA TERPADU (SPORT CENTER) PROVSU 

 



49. DINAS PKP PROVSU MENYELENGGARAKAN RAPAT VIDEO 

CONFERENCE DUKUNGAN KEBIJAKAN DALAM PEROLEHAN RUMAH 

SUBSIDI BAGI PNS, CPNS DAN NON PNS DI PROVSU 

 



50. KADIS PKP PROVSU BERSINERGI DENGAN KEMENTERIAN 

PERINDUSTRIAN, UNTUK PENGEMBANGAN KAWASAN INDUSTRI KEK 

SEI MANGKEI 

 



51. DINAS PKP PROVSU MELAKUKAN SOSIALISASI DAN REMBUK WARGA 

KEGIATAN LANJUTAN PILOT PROYEK PELAKSANAAN HARI 

KELUARGA NASIONAL DI DESA PALUMANAN 

 



52. KADIS PKP PROVSU MENJADI NARASUMBER SEMINAR DARING 

PERENCANAAN RUMAH SUBSIDI YANG DIADAKAN OLEH PROGRAM 

STUDI MAGISTER TEKNIK ARSITEKTUR DAN DOKTOR ILMU 

ARSITEKTUR DAN PERKOTAAN FAKULTAS TEKNIK USU 

 



53. KADIS PKP PROVSU MENGIKUTI RAPAT PERSIAPAN IID 

 



54. DINAS PKP PROVSU BERSAMA DENGAN DINAS PKP KAB. TAPANULI 

SELATAN MELAKUKAN SOSIALISASI REMBUG WARGA II CPM DAN 

MEKANISME PELAKSANAAN REHABILITASI RTLH T.A 2020 

 



55. KADIS PKP PROVSU PRESENTASIKAN PROYEK RUSUNAWA 

TERINTEGRASI KEK SEI MANGKEI PADA ACARA INDONESIA 

INVESTMENT DAY (IID) 2020 NORTH SUMATERA 

 



56. KADIS PKP PROVSU SEBAGAI NARASUMBER PADA ACARA FGD 

PERENCANAAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN DALAM MENDUKUNG 

KAWASAN EKONOMI KHUSUS 

 



57. RAPAT PELAKSANAAN EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 

2020 OLEH TIM EVALUATOR KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN 

APARATUR NEGARA DAN REFORMASI REPUBLIK INDONESIA 

 



58. KADIS PKP PROVSU HADIRI RAPAT KERJA DPRD KOMISI D PROVSU 

 



59. KADIS PKP PROVSU MENERIMA KUNJUNGAN KERJA KOMISI C DPRD 

KAB. KARO 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



60. KADIS PKP PROVSU MEMBUKA RAPAT EKSPOSE PEMBAHASAN 

DRAFT LAPORAN AKHIR PENYUSUNAN MASTERPLAN PENATAAN 

KAWASAN PERMUKIMAN UTARA MEDAN UNTUK MENDUKUNG 

WISATA BAHARI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



61. KADIS PKP PROVSU MENGIKUTI RAPAT KLARIFIKASI PERMOHONAN 

PROJECT DEVELOPMENT FACILITY (PDF) PROYEK KPBU 

PEMBANGUNAN RUSUNAWA TERINTEGRASI KEK SEI SEMANGKE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



62. POKJA PKP SUMUT AKAN MELAKUKAN RESTRUKTURISASI POKJA 

SESUAI PERMEN PU NO. 12 TAHUN 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



63. KEPALA DINAS PKP PROVSU MENJADI NARASUMBER PADA FOCUS 

GROUP DISCUSSION (FGD) DUKUNGAN PERTANAHAN DAN 

KELEMBAGAAN DALAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN DI 

METROPOLITAN DAN KEK INDUSTRI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



64. RAPAT KOORDINASI RENCANA PENATAAN DAN PENINGKATAN KUALITAS 

KAWASAN PERMUKIMAN UTARA MEDAN BERBASIS WISATA BAHARI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



65. Kadis PKP Provsu Menghadiri Rapat Pembahasan Ranperda APBD Provsu 

Tahun 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



66. KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN MEMBUKA 

RAKOR KEGIATAN FASILITASI POKJA PKP PROVINSI SUMATERA UTARA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



67. KADIS DIWAKILKAN SEKRETARIS MEMBUKA RAPAT FGD KE II 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



68. ANDA SUBRATA MEMBUKA ACARA EVALUASI KEGIATAN RUMAH TIDAK 

LAYAK HUNI (RTLH) MASYARAKAT KURANG MAMPU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


